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ABSTRAK 

 

ERI 19042120 : Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan 

Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian 

Tradisional Di Kabupaten Padang Pariaman 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Kebijakan ini 

diterapkan melalui Kesepakatan Bersama Forkopimda yang membatasi jam 

operasional hiburan malam hingga pukul 23.30 WIB. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan pola induktif, di mana data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 

masyarakat, pelaku seni tradisional, aparat Satpol PP, dan pejabat pemerintah 

daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini terbagi 

ke dalam beberapa kategori, yaitu persepsi positif, negatif, serta persepsi netral atau 

moderat. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan karena dianggap mampu 

menjaga ketertiban, keamanan, dan moral publik. Sebaliknya, pelaku seni 

tradisional dan pekerja sektor hiburan malam cenderung memandang kebijakan ini 

membatasi ruang ekspresi budaya serta berdampak pada penurunan pendapatan 

ekonomi. Sementara itu, sebagian masyarakat bersikap moderat dengan menerima 

kebijakan namun mengharapkan adanya fleksibilitas dan solusi alternatif. Faktor-

faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat meliputi faktor sosial kebijakan dan 

sosialisasi, nilai budaya dan agama, pengalaman langsung terhadap dampak 

kebijakan, kondisi ekonomi dan mata pencaharian, serta tingkat kepercayaan 

terhadap pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan pembatasan jam hiburan malam sangat bergantung pada 

cara masyarakat memaknai kebijakan tersebut. Maka diperlukan pendekatan yang 

lebih partisipatif, komunikatif, dan sensitif terhadap nilai budaya lokal agar 

kebijakan ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung pelestarian 

kesenian tradisional sebagai bagian dari identitas masyarakat Minangkabau. 

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pembatasan Hiburan Malam, Kesenian Tradisional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hiburan malam di Indonesia sejak lama menjadi bagian penting dalam 

dinamika kehidupan sosial masyarakat modern, khususnya di kawasan perkotaan. 

Aktivitas seperti kafe, tempat karaoke, bar, dan live musik berkembang pesat 

sebagai bagian dari gaya hidup urban. Namun, keberadaan hiburan malam juga 

memunculkan perdebatan publik yang tidak pernah selesai. Isu kebisingan, 

ketertiban umum, hingga kekhawatiran terhadap degradasi moral generasi muda 

kerap dijadikan alasan bagi pemerintah untuk memperketat regulasi. Di sisi lain, 

sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi malam 

yang menopang sektor jasa dan membuka lapangan kerja. 

Secara nasional, pemerintah daerah di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, 

dan Surabaya telah menetapkan kebijakan pembatasan jam operasional hiburan 

malam. Kebijakan ini bukan hanya bentuk pengawasan terhadap aktivitas ekonomi 

malam, tetapi juga bagian dari strategi menjaga keseimbangan sosial. Menurut 

penelitian Mediastika et al. (2022) menunjukkan bahwa kebisingan dari tempat 

hiburan malam berdampak langsung terhadap tingkat kenyamanan warga kota. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaturan jam operasional bukan sekadar 

urusan teknis, melainkan instrumen tata kelola ruang publik perkotaan. 

Pertumbuhan industri hiburan malam di Indonesia turut berkorelasi dengan 

meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif. Banyak pekerja informal, musisi, dan 

seniman menggantungkan penghasilan pada kegiatan malam hari. Fenomena ini 
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dikenal sebagai night-time economy yang di banyak negara menyumbang porsi 

signifikan terhadap produk domestik bruto wilayah (Roberts dan Eldridge 2012). 

Namun, tanpa regulasi yang tepat, aktivitas malam berpotensi menimbulkan 

masalah sosial, seperti kriminalitas, penyalahgunaan alkohol, dan konflik nilai 

budaya.  

Fenomena regulasi hiburan malam juga menjadi perhatian global. Kota-kota 

seperti Berlin dan London menerapkan sistem izin ketat guna menyeimbangkan 

antara industri pariwisata malam dan ketenangan warga (Hadfield 2021). Hal ini 

memperlihatkan bahwa isu hiburan malam merupakan persoalan universal. Namun, 

perbedaannya terletak pada konteks sosial Indonesia yang kental dengan nilai 

agama dan adat. Kondisi ini menjadikan penelitian di wilayah dengan karakter 

budaya kuat, seperti Kabupaten Padang Pariaman, semakin penting dan relevan 

untuk dikaji. 

Kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman 

mulai diberlakukan melalui kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 

(Forkopimda) pada 14 April 2025. Dalam kebijakan tersebut, kegiatan hiburan baik 

modern seperti orgen tunggal maupun kesenian tradisional dibatasi hingga pukul 

23.30 WIB. Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 

2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diperbarui melalui Perda 

Nomor 11 Tahun 2018. Pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah ini 

dilakukan untuk menjaga moralitas, menekan pesta miras, dan menghindari 

gangguan ketertiban umum (Kongkrit.com 2025; Sumbar.suara.com 2025) 
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Pelaksanaan kebijakan ini segera menimbulkan dinamika sosial yang nyata di 

tingkat nagari dan kecamatan. Beberapa kegiatan kesenian dan keramaian sempat 

dibubarkan oleh aparat, antara lain insiden penghentian orgen di Lubuk Alung dan 

pembubaran kegiatan KIM di Sintuak sebagaimana tercatat dalam observasi 

lapangan proposal awal. Kejadian-kejadian tersebut bukan sekadar anekdot, 

melainkan indikator konflik implementatif antara norma legal-administratif dan 

praktik sosial kultural yang telah berlangsung lama. Dalam konteks ini, data 

kualitatif berupa kutipan wawancara dengan penyelenggara acara dan saksi 

lapangan menunjukkan adanya perasaan terpinggirkan dari pihak penyelenggara 

tradisi yang waktu kegiatannya terbatas pada malam hari. Fenomena lapangan ini 

menuntut analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan dibaca, 

disaring, dan dimaknai oleh berbagai aktor lokal. 

 Secara struktural, kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Padang 

Pariaman dibentuk melalui kesepakatan multi-aktor antara Forkopimda, LKAAM, 

MUI, dan Bundo Kanduang, menunjukkan adanya dimensi policy coalition 

sebagaimana dijelaskan Weible dan Sabatier (2018) dalam Advocacy Coalition 

Framework. Koalisi tersebut bertujuan memperkuat nilai moralitas dan religiusitas 

dalam tata kehidupan sosial. Namun, kebijakan semacam ini sering menimbulkan 

apa yang disebut ketegangan nilai (value tension) antara aktor negara dan aktor 

budaya (Haryanto 2021). Pada level implementasi, aparat keamanan dan Satpol PP 

sering berada di garis depan penegakan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek 

sosial-budaya masyarakat lokal. 
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Ketegangan sosial ini tampak pada beberapa peristiwa pembubaran kegiatan 

hiburan malam saat acara tengah berlangsung salah satunya pada acara kesenian 

Batajau Gandang Tasa se-Kabupaten Padang Pariaman di Panti Kayu, Bisati 

Sungai Sariak. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati ini semula dirancang 

untuk menampilkan pertunjukan setiap tim secara bergiliran hingga malam hari. 

Namun, dalam sambutannya, Bupati mengingatkan agar seluruh kegiatan seni tetap 

mematuhi aturan pembatasan jam malam tanpa adanya toleransi waktu tambahan. 

Kondisi ini membuat panitia terpaksa mengubah format acara secara mendadak.  

“Akhirnya, acara batajau yang harusnya tampil satu persatu tim, 

sekali tampil dibuat 4–5 tim agar kegiatan ini selesai pada waktunya, 

walaupun acara jadi tidak kondusif,” (wawancara dengan Fikri, 09 

Oktober 2025).  

Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan 

berdampak langsung pada kualitas kegiatan kesenian, sekaligus menimbulkan 

dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan kelangsungan ekspresi budaya 

masyarakat. 

Kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman 

memunculkan dinamika sosial yang cukup kompleks. Sejak diberlakukannya batas 

waktu operasional kegiatan hiburan, baik hiburan modern seperti orgen tunggal 

maupun kesenian tradisional, hingga pukul 23.30 WIB. Pemerintah daerah 

berupaya menegakkan aturan tersebut secara ketat. Kebijakan ini lahir dari 

kekhawatiran terhadap potensi gangguan ketertiban umum, pesta miras, dan 

penurunan moral generasi muda. Namun, upaya penegakan aturan di lapangan 

memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan normatif pemerintah dan realitas 
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sosial budaya masyarakat yang telah lama memanfaatkan malam hari sebagai ruang 

ekspresi, baik untuk kepentingan sosial maupun aktivitas seni tradisional. 

Dalam enam bulan terakhir, sejumlah peristiwa penertiban memicu perhatian 

publik. Berdasarkan laporan lapangan dan pemberitaan lokal, petugas Satpol PP 

Padang Pariaman kerap membubarkan pertunjukan orgen tunggal yang berlangsung 

dalam acara pesta pernikahan di berbagai kecamatan, seperti Lubuk Alung dan 

Sintuak. Pembubaran terjadi setelah warga melapor bahwa acara masih berlanjut 

melewati batas waktu yang diizinkan. Saat petugas tiba di lokasi, hiburan malam 

masih berlangsung sehingga aparat memberikan teguran lisan dan meminta 

penyelenggara menghentikan acara. Meskipun beberapa warga mencoba 

berargumen bahwa acara telah direncanakan lama, petugas tetap membubarkan 

kegiatan demi mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 103-36-HUK-

2025 yang menetapkan batas waktu hingga pukul 23.30 WIB. 

Namun, kebijakan dan penegakan seperti ini menimbulkan dampak sosial 

yang tidak kecil, terutama bagi masyarakat dan pelaku seni tradisional yang 

bergantung pada waktu malam sebagai ruang berkegiatan. Dalam konteks budaya 

Minangkabau, malam hari bukan sekadar waktu hiburan, tetapi juga bagian dari 

tradisi sosial seperti pesta pernikahan, randai, atau gandang tasa. Ketegangan pun 

muncul ketika aktivitas budaya harus dipercepat, dibatasi, atau dihentikan, sehingga 

kualitas acara terganggu dan masyarakat merasa ruang sosialnya dirampas. Kondisi 

ini memperlihatkan bahwa pembatasan jam malam bukan hanya isu ketertiban 

umum, melainkan juga isu sosial budaya yang menyentuh relasi antara negara dan 
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masyarakat. Karena itu, memahami persepsi masyarakat menjadi kunci untuk 

menilai sejauh mana kebijakan ini diterima, diadaptasi, atau ditolak oleh warga 

Padang Pariaman. 

Dalam konteks Padang Pariaman, sebagian masyarakat menilai pemerintah 

konsisten menjaga ketertiban, namun sebagian lain melihat kebijakan ini tidak adil 

dan tidak berpihak pada pelaku seni. Minimnya ruang dialog partisipatif antara 

pemerintah dan pelaku budaya membuat kebijakan rentan disalahpahami. Hal 

tersebut menata ulang mekanisme pelaksanaan kebijakan agar tidak sekadar 

menertibkan aktivitas malam, tetapi juga melindungi dan memperkuat ekosistem 

seni tradisional sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Minangkabau. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam 

Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional di Kabupaten 

Padang Pariaman. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat 

diidentifikasi sejumlah persoalan empiris dan konseptual yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Terdapat ketegangan sosial antara kebijakan pembatasan jam hiburan malam 

dengan realitas sosial-budaya masyarakat Padang Pariaman. 
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2. Muncul perbedaan persepsi dan sikap di tingkat masyarakat terhadap 

implementasi kebijakan. 

3. Proses implementasi kebijakan di lapangan masih diwarnai tindakan 

penegakan hukum yang cenderung represif. 

4. Terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil nyata yang 

dirasakan masyarakat, terutama pelaku seni. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan 

Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional 

di Kabupaten Padang Pariaman. 

D. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kebijakan pembatasan jam hiburan 

malam di Kabupaten Padang Pariaman? 

b. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman? 

E. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang 

Pariaman. 
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F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu administrasi publik 

khususnya dalam kajian kebijakan, pada mata kuliah kebijakan publik di 

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Padang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi instansi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi 

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam merumuskan kebijakan 

publik yang lebih adaptif terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat 

Minangkabau.  

2) Bagi pelaku seni tradisional, penelitian ini diharapkan menjadi dasar 

reflektif untuk memperkuat posisi mereka dalam dialog kebijakan, 

dengan menunjukkan bahwa kesenian tradisional bukan sekadar 

hiburan, melainkan bagian dari sistem sosial dan identitas budaya lokal. 

3) Bagi masyarakat luas, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa 

kebijakan publik seharusnya tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi 

juga melindungi nilai-nilai budaya sebagai sumber harmoni sosial. 

4) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu persyaratan guna 

mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada 

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap 

implementasi kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang 

Pariaman, khususnya dalam konteks keberlangsungan aktivitas kesenian 

tradisional. Berdasarkan hasil analisis data lapangan dan temuan penelitian, 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbagi dua berdasarkan 

latar belakang sosial dan kepentingan budaya. 

Sebagian masyarakat mendukung kebijakan tersebut karena menilai 

pembatasan jam malam mampu menjaga ketertiban umum dan nilai moral, 

terutama terhadap maraknya hiburan modern seperti orgen tunggal dan kafe 

malam. Namun, kelompok lain terutama pelaku kesenian tradisional seperti 

randai, indang, dan gandang tasa merasa kebijakan ini mengekang ruang 

ekspresi budaya mereka. Kesenian tradisional yang lazimnya digelar pada 

malam hari harus disesuaikan atau bahkan dibatasi, sehingga berdampak 

pada keberlangsungan aktivitas budaya nagari. 

2. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di 

Kabupaten Padang Pariaman tidak terbentuk secara tunggal, melainkan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor 

tersebut meliputi faktor sosial kebijakan yang berkaitan dengan tingkat 

sosialisasi dan komunikasi pemerintah, faktor nilai budaya dan agama yang 

melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, faktor 
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pengalaman langsung masyarakat terhadap dampak kebijakan, faktor 

ekonomi dan mata pencaharian khususnya bagi pelaku seni dan pekerja 

hiburan malam, serta faktor kepercayaan terhadap pemerintah dalam 

merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Interaksi kelima faktor 

ini membentuk spektrum persepsi yang beragam, mulai dari dukungan, 

penolakan, hingga sikap moderat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan 

tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh bagaimana 

kebijakan tersebut dikomunikasikan, dipahami, dan dirasakan manfaat 

maupun dampaknya oleh masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

pembatasan jam hiburan malam di Padang Pariaman sangat bergantung pada 

konteks sosial, komunikasi pemerintah, dan nilai budaya yang dianut. Kebijakan 

akan efektif hanya bila dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, dialogis, dan 

sensitif terhadap tradisi lokal. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Perlu dilakukan reorientasi kebijakan dengan menekankan pendekatan 

partisipatif. Pemerintah sebaiknya melibatkan tokoh adat, pelaku seni, dan 

masyarakat dalam forum konsultasi kebijakan agar aturan lebih adaptif 

terhadap kebutuhan budaya lokal. Sosialisasi perlu dilakukan dengan 



92 
 

metode komunikasi yang kontekstual, bukan hanya melalui surat edaran, 

tetapi juga dialog langsung di nagari-nagari. 

2. Bagi Aparat Pelaksana (Satpol PP dan Forkopimda) 

Diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi dan pendekatan sosial 

budaya dalam pelaksanaan kebijakan. Aparat perlu membedakan antara 

hiburan komersial dan aktivitas kesenian tradisional yang memiliki nilai 

sosial dan budaya tinggi. Pendekatan humanis dan persuasif akan 

meningkatkan kepatuhan dan menurunkan resistensi masyarakat. 

3. Bagi Pelaku Seni dan Masyarakat 

Pelaku kesenian tradisional diharapkan dapat beradaptasi dengan kebijakan 

yang ada tanpa kehilangan esensi budayanya. Kolaborasi dengan 

pemerintah daerah untuk merancang agenda seni yang sesuai aturan, seperti 

pertunjukan sore hari atau kegiatan budaya berbasis nagari, dapat menjadi 

solusi yang konstruktif. 

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini membuka peluang untuk studi lanjutan mengenai hubungan 

antara kebijakan publik dan pelestarian budaya lokal. Peneliti berikutnya 

dapat mengkaji peran komunikasi pemerintah dalam membentuk persepsi 

masyarakat secara lebih spesifik, atau membandingkan kebijakan serupa di 

daerah lain di Sumatera Barat. 

5. Bagi Pembuat Kebijakan Nasional 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bahwa kebijakan publik yang 

menyentuh aspek sosial budaya perlu mempertimbangkan pendekatan 
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sosiologis, bukan sekadar normatif. Pendekatan berbasis kearifan lokal 

terbukti lebih efektif dalam menciptakan keseimbangan antara ketertiban 

dan keberlanjutan budaya. 
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